
PEMERINTAH  RABuPATEN  PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav.B
Desa Tepian Batang Tanah Grogot Kabupaten Paser 76211

Website.https://disnakertrans.paserkb.go.id
{E-mail) : disnakertrans31@mail.com

SuRAT PESANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RIZKY NOVIAR, S.STP
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kb. Paser
Komplek Gedung Perkantoran Pemkab Paser

Selanjutnya  disebut sebagai  Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda  Bukti
Perjanjian;

TRI TOHIROH
PT. BINA MULTI CIPTA INDONESIA
Perum Regency Jl. Kintamani 11 J-7 Rt. 038 Kelurahan Sepinggan Baru Balikpapan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Daftar Produk PARET

Nana Produk

85250JP5-
218522895

SATPAM GADA
PRATARA DEN
SERTIFIRASI
BNSP

A   Mata
Kuantitas   uanE Harga Satuan

Rp 12.800.000'00

TERBILANG : {Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah}

Har8a
Kirim

Rp 0'00

Tanggal
Pelatihan

27 September
2024 - 27
November 2024

Total Harga

Rp 512.000.000,00



SYARAT DAN KETENTUAN :

1.   Hak dan Kewajiban
a.   Penyedia

1.   Penyedia  memiliki  hak  menerima  pembayaran  alas  pembelian
barang/jasa   sesuai   dengan   total    harga   dan   waktu   yang
tercantum di dalam SP ini.

2.   Pena¥eijj:a¥em#:kLkbeu¥:jib::i/atau    menyampaikan    dokumen

dan/atau    keterangan    lain    yang    tidak    benar    untuk
memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b.   tidak   menjual   barang/jasa   melalui   e-Purchasing   lebih
mahal  dari  harga  barang  yang  dijual  selain  melalui  e-
Purchasing  pada  periods  penjualan, jumlah,  dan tempat
serta spesifikasi tekni§ dan persyaratan yang gama;

c.   mengirimkan barang/jasa §e§uai spe§ifika§i da!am SP ini
§elambat-lambatnya    pada    {27    September    §/d    27
November 2024} §ejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d,   bertanggungjawab     ata§     keamanan,     kualita§,      dan
kuantita§ barang/ja§a yang dipe§an;

e,   memberikan    layanan    tambahan    yang     diperjanjikan
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada};

f.    memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

b.   PEJABAT       PENANDATANGAN/PENGESAHAN       TANDA      BUKTI
PERJANJIAN

1.   Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:

a.   menerima jasa  dari  Penyedia  sesuai  denganspesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.

b.   mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
jasa yang dipesan;

c.   mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1.  jasa rusak akibat cacat produksi;
2.  jasa  rusak  pada  saat  pengiriman  barang  hingga

barang              diteri rna              oleh               Pejabat
Penandatangan/Pengesahan         Tanda         Bukti
Perjanjian; dan/atau

3.   jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d.   Mendapatkan    layanan    tambahan    yang    diperjanjikan
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e.   Mendapatkan     layanan      purnajual     sesuai       dengan
ketentuan garansi masing-masing barang.

2.   Pejabat   Penandatangan/Pengesahan   Tanda   Bukti   Perjanjian
memiliki kewajiban:

a.   melakukan pembayaran sesuai dengan total  harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

b.   memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;



c.   memastikan  layanan  tambahan  telah  dilaksanakan  oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan {apabila
ada).

2.   Waktu pelatihan
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi
dalam  SP  ini  selambat-lambatnya  pada  (27  September  s/d  27  November
2024) sejaksp ini diterima oleh Penyedia.

3.   Alamat pelatihan
Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:
Embarkasi Haji Balikpapan

4.   Harp.a pejabat      penandatangan/penge§ahan      Tanda      Bukti      Perjanjian

membayar  kepada   Penyedia  ata§  pelaksanaan   pekeriaan  §ebe§ar
harga yang tercantum pada §P ini.

2.   Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead,
biaya  pengiriman,  biaya  asuran§i,  biaya  layanan  tambahan  (apabila
ada) dan biaya layanan puma jual.

3.   Rincian harga SP §e§uai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

5.   Perpajakan
Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  semua  pajak,  bea,  retribusi,  dan
pungutan  lain  yang  sah  yang  dibebankan  oleh  hukum  yang  berlaku  alas
pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam harga SP.

6.   Pengalihan dan/atau subkontrak
a.   Pengalihan  seluruh  Kontrak  hanya  diperbolehkan  dalam  hal  terdapat

pergantian  nama  Penyedia,  baik  sebagai  akibat  peleburan  (merger},
kon§olida§i, atau pemisahan.

b.   Pengalihan    §ebagian    pelaksanaan     Kontrak    dilakukan      dengan
ketentuan §ebagai berikut:

1.   Pengalihan  §ebagian  pelak§anaan  Kontrak  untuk  barang/ja§a
yang    bersifat    §tandar    dilakukan    untuk    pekerjaan    §eperti
pengiriman    barang    (distribusi    barang/jasa)    dari     Penyedia
kepada      Kementerian/Lembaga/Satuan      Kerja      Perangkat
Daerah/lnstitusi; dan

2.   Pengalihan   sebagian   pelaksanaan   Kontrak   dapat   dilakukan
untuk  barang/jasa  yang  bersifat  tidak  standar  misalnya  untuk
pekerjaan  konstruksi  (minor},  pengadaan ambulans,  ready  mix,
hot mix dan lain sebagainya.

7.   Perubahan sp
a.   SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b.   Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam

hal terjadi  perubahan jadwal  pengiriman  barang/jasa atas permintaan
Pejabat   Penandatangan/Pengesahan   Tanda   Bukti   Perianjian   atau
permohonan        Penyed ia        yang        disepakati        oleh        Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.



8.   Peristiwa Kompensasi
a.   Peristiwa  Kompensasi  dapat  diberikan  kepada  penyedia  dalam  hal

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat
melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b.   Pejabat     Penandatangan/Pengesahan     Tanda     Bukti       Perjanjian
dikenakan ganti rugi alas keterlambatan pembayaran sebe§ar .

9.   Hak Atas Kekayaan lntelektual
a.   Penyedia  berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  barang/jasa  yang

dikirimkan/dipasok  tidak  melanggar  Hak  Atas   Kekayaan   lntelektual
(HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b.   Penyedia          berkewajiban          iintuk          menanggung          Pejabat
Penandatangan/Penge§ahan  Tanda  Bukti  Perjanjian  dari  atau  ata§
§emua  tuntutan,  tanggung  jawab,   kewajiban,   kehilangan,   kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, pro§e§ pemerik§aan hukum, dan
biaya  yang  dikenakan terhadap  Pejabat  Penandatangan/Pengesahan
Tanda  Bukti  Perjanjian  sehubungan  dengan  klaim  atas  pelanggaran
HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan
bentuk   HAKI   Iainnya   yang   dilakukan   atau   diduga   dilakukan   oleh
Penyedia.

10. Pembayaran
a.   pembayaran  prestasi  hasil  pekerjaan  yang  disepakati  dilakukan  oleh

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti  Perjanjian,  dengan
ketentuan:

1.   penyedia telah mengajukan tagihan;
2.   pembayaran dilakukan dengan Lumpsum; dan
3.   pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b.   Pengeluaran  biaya  sehubungan  dengan  pembuatan  Surat  Perjanjian
Kerja    Sama    ini    termasuk    biaya    materai    tempel    Rp.    10.000,-
dibebankan kepada penyedia jasa,

c.   Pajak  yang  timbul  akibat  kegiatan  kerja  sama  pelatihan  ditanggung
oleh  pihak  kedua  dan  dilunasi  §esuai  dengan  ketentuan  perundang-
undangan yang berlaku.

d.   Pembayaran   pekerjaan   berupa  (invoice,   dokumentasi   dan   laporan
pelaksanaan pelatihan}.

e.   Pejabat      Penandatangan/Pengesahan      Tanda      Bukti      Perjanjian
melakukan    proses    pembayaran   atas   pembelian   jasa   selambat-
Iambatnya   {45)   hari   kerja   setelah   PPK   menilai   bahwa   dokumen
pembayaran lengkap dan sah.

11. Sanksi
a.   Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1.   Tidak menanggapi pesanan barang/barang selambat-lambatnya
(14} hari kerja;

2.   Tidak  dapat  memenuhi  pesanan  sesuai  dengan  kesepakatan
dalam transaksi  melalui e-Purchasing  dan  SP  ini tanpa diser[ai
alasan yang dapat diterima; dan/atau

3.   menjual jasa  melalui  proses  e-Purohasing  dengan  harga  yang
lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selainmelalui e-
Purchasing  pada  periode  penjualan,  jumlah,  dan  tempat  serta
spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.



b.   Penyedia  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1.   peringatan tertulis;
2.   denda; dan
3.   pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a.   penghentian    sementara    dalam    sistem    transaksi    e-
Purchasing; atau

b.   penurunan   pencantuman   dari    Katalog  Elektronik  (e-
Catalogue).

c.   Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat     Penandatangan/Pengesahan     Tanda      Bukti
Perjanjian  mengenakan  sanksi  sebagaimana  dimaksud
dalam   huruf   a   dan   huruf   b  berdasarkan   ketentuan
mengenai  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

12. Penghentian dan Pemutu§an SP
a.   Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudan sele§ai atau

terjadi Keadaan Kahar.
b.   Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Penge§ahan Tanda Bukti

Perjanjian
1.   Pejabat   Penandatangan/Pengesahan   Tanda   Bukti   Perjanjian

dapat melakukan pemutusan SP apabila:
a.   5:tbaustubhear:khi:nr;:95j::a   t!dak   dapat   ditunda    melebihi

b.  i:rndaansda:{aanngan/pengesah::ne+t:an:a   Bukti   perFae#:::

Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan    walaupun    diberikan    kesempatan    sampai
dengan   50   (lima   puluh)    hari   kalender   sejak   masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan
pekerjaan;

c.   setelah  diberikan  kesempatan  menyelesaikan  pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh} hari kalender sejak masa
berakhirnya        pelaksanaan        pekeriaan,        Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d.   Penyedia      lalai/cidera     janji      dalam      melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

e.   Penyedia terbukti melakukan  KKN,  kecurangan dan/atau
pemalsuan  dalam  proses  Pengadaan  yang  diputuskan

f.   3:enhgjands:aannsj tyeannt8nbgeT::;inmg#:£anta:rosedur,   dugaan
KKN   dan/atau   pelanggaran   persaingan   sehat   dalam
pelaksanaan  pengadaan  dinyatakan  benar oleh  instansi
yang berwenang.

2.   Pemutusan    SP    sebagaimana    dimaksud    pada    angka     1)
dilakukan  selambat-Iambatnya  (7)  hari  kerja  setelah   Pejabat
Penandatangan/Pengesahan        Tanda        Bukti        Perjanjian
menyampaikan  pemberitahuan  rencana  pemutusan  SP  secara
tertulis kepada Penyedia.



c.   Pemutusan SP oleh Penyedia
1.   Penyedia dapat melakukan  pemutusan  Kontrak jika terjadi  hal-

hal sebagai berikut:
a.   akibat  keadaan  kahar  sehingga  Penyedia  tidak  dapat

melaksanakan   pekerjaan   sesuai   ketentuan   SP   atau
adendum SP;

b.   Pejabat     Penandatangan/Pengesahan     Tanda     Bukti
Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian
perselisihan; atau

c.   Pejabat     Penandatangan/Pengesahan     Tanda      Bukti
Perjanjian    tidak    memenuhi    kewajiban    sebagaimana
dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2.   :jfamk:tkuasnan sefapm b:#aa£:!aT:ynaa  (9!)makkesrrad  spe:8Fah anpgeknayed:3

menyampaikan  pemberitahuan  rencana  pemutusan  SP  secara
tertulis   kepada   Pejabat   Penandatangan/Pengesahan   Tanda
Bukti Perjanjian.

13. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia   yang   terlambat   menyelesaikan   pekerjaan   dalam  jangka  waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan
denda  keterlambatan  sebesar  1/1000  {§atu  perseribu)  dari  total  harga  atau
dari sebagian total harga §ebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap
hari keterlambatan.

14. Keadaan Kahar
a.   Keadaan  Kahar  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  diluar  kehendak

para   pihak   dan   tidak   dapat   diperkirakan   sebelumnya,   sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b.   Dalam  hal terjadi  Keadaan  Kahar,  Penyedia  memberitahukan tentang
terjad i nya              Keadaan              Kahar              kepada              Pejabat
Penandatangan/Pengesahan  Tanda   Bukti   Perjanjian  secara  tertulis
dalam waktu selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya  Keadaan  Kahar yang  dikeluarkan  oleh  pihak/instansi  yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.   Tidak   termasuk   Keadaan   Kahar   adalah   hal-hal   merugikan   yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d.   Keterlambatan     pelaksanaan     pekerjaan    yang    diakibatkan      oleh
terjadinya Keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

e.   Setelah   terjadinya   Keadaan   Kahar,   para   pihak   dapat   melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

15. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat  Penandatangan/Pengesahan  Tanda  Bukti  Perjanjian  dan  penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai
semua  perselisihan  yang  timbul  dari  atau  berhubungan  dengan  SP  ini  atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan
tidak   dapat   diselesaikan   secara   musyawarah   maka   perselisihan   akan
diselesaikan   melalui  arbitrase,   mediasi,   konsiliasi   atau   pengadilan   negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



16. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia  menjamin  bahwa  tidak  satu  pun  personil  satuan  kerja  Pejabat
Penandatangan/Penge§ahan    Tanda    Bukti    Perjanjian    telah    atau    akan
menerima  komisi  dalam  bentuk  apapun  {gratifika§i)  atau  keuntungan  tidak
sah  lainnya  baik  lang§ung  maupun  tidak  lang§ung  dari  SP  ini.   Penyedia
menyetujui   bahwa   pelanggaran   syarat   ini   merupakan   pelanggaran   yang
mendasar terhadap SP ini.

17. Ma§a Berlaku §P
SP  ini  berlaku  §ejak tanggal  §P  ini  ditandatangani  oleh  pare  pihak  §ampai
dengan sele§ainya pelak§anaan pekerjaan.

1.   Selama  2  (dua)  bulan  terhitung  dari  Tanggal  27  September  s/d  27
November 2024

Demikian  SP  ini  dibuat dan  ditandatangani  dalam 2  (dua)  rangkap  bermaterai  dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan ata§ nana Dinas Tenaga Keria
dan Transmigrast Kab. Paser

Nip. i9790507i 9981 ceci

untuk dan afa§ mama Penysdiat


